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ABSTRAK 

Marvelus Sacci Manek,201910115368. Pertanggungjawaban Hukum atas Tindak 

Pidana Pencucian Uang dengan menggunakan Perjanjian nominee Pembelian Aset 

 

Modus tindak pidana pencucian uang semakin beragam dan salah satu modus yang 

sering digunakan dalam pencucian uang adalah modus perjanjian pinjam nama 

yang melibatkan pihak ketiga untuk namanya digunakan (nominees) dengan tujuan 

untuk menyamarkan identitas pelaku atas kepemilikan sejumlah aset hasil tindak 

pidana pencucian uang kendati demikian penggunaan perjanjian pinjam nama pada 

dasarnya merupakan bentuk penyelundupan hukum dan tidak sesuai dengan pasal 

1320 KUHPerdata. Skripsi ini membahas terkait Pertanggungjawaban hukum atas 

tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan perjanjian nominee pembelian 

aset. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

pertanggungjawaban para pihak pembuat perjanjian nominee dan alasan 

penggunaan modus nominees sering digunakan. Penelitian ini adalah penelitian 

hukum normative dan dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute 

approach), pendekatan konsep (conseptual approach) dan pendekatan kasus (case 

approach). Hasil dari penelitian ini pertama bahwa pelaku melakukan serangkaian 

tindakan yang telah memenuhi unsur pasal 3 TPPU sehingga dapat dimintakan 

peratnggungjawaban pidana dan pihak nominees tidak dapat dimintakan 

pertanggungjawaban karena tidak mengetahui perolehan harta pelaku maka tidak 

memenuhi unsur membantu sebagaimana pasal 56 KUHP sebaliknya bila pihak 

nominee mengetahui maka termasuk kedalam unsur turut serta sebagaimana pasal 

55 KUHP. Kedua selain itu modus ini sering digunakan karena sejumlah hambatan 

dalam penegakannya seperti: 1.Penerapan rahasia bank yang justru menjadi 

hambatan, 2. Lemahnya penerapan Know Your Customer dan 3. Rendahnya tingkat 

kesadaran masyarakat. 

 

Kata Kunci: Pencucian Uang, Pertanggungjawaban pidana, Perjanjian nominee,  
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ABSTRACT 

Marvelus Sacci Manek,201910115368. Legal Responsibility for the crime of 

money laundering using a nominee assets purchase agreement. 

The mode of money laundering is increasingly diverse and one of the modes often 

used in money laundering is the mode of borrowing agreements involving third 

parties to use their names (nominees) with the aim of disguising the identity of the 

perpetrators of ownership of a number of assets resulting from money laundering 

crimes, although the use of borrowing agreements is basically a form of legal 

smuggling and is not in accordance with article 1320 of the Civil Code. This thesis 

discusses the legal liability for the crime of money laundering by using an asset 

purchase nominee agreement. The purpose of this research is to find out how the 

liability of the parties to the nominee agreement and the reasons for the use of 

nominees mode is often used. This research is a normative legal research and uses 

statute approach, conceptual approach and case approach. The results of this study 

are first that the perpetrator commits a series of actions that have fulfilled the 

elements of Article 3 of the Anti-Money Laundering Law so that criminal 

responsibility can be requested and the nominees cannot be held liable because 

they do not know the acquisition of the perpetrator's assets, so they do not fulfill the 

element of assisting as in Article 56 of the Criminal Code, on the other hand, if the 

nominee knows, it is included in the element of participation as in Article 55 of the 

Criminal Code. Secondly, this mode is often used because a number of servants. 

 

Keywords: Money laundering, criminal liability, nominee agreement, legal 

smuggling and ML offenses 
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MOTTO 

 

“ Jalani dan nikmatilah pengalaman, cerita, kesedihan, kebahagiaan, kemalangan 

dan setiap proses yang terjadi pada diri anda dengan tersenyum, karena 

membiarkan setiap situasi menjadi seperti apa adanya daripada mengkhawatirkan 

apa yang mungkin terjadi, akan membuat hari-mu lebih tenang” 
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